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Abstract: This research aims to evaluate Padang City's Regional Regulation No. 46 of 2014 on Edible
Bird's Nest Tax and identify the factors hindering its implementation. A qualitative research method
was used through interviews, observations, and documentation. The results show that the policy has
not effectively increased local revenue due to low awareness among entrepreneurs about their tax
obligations. Despite efforts to achieve efficiency, administrative obstacles remain. Debates on the tax
amount, the fairness of the tax burden, and the policy's responsiveness to the needs of entrepreneurs
are prominent. The main obstacles are the lack of clear industry data and limited human and
financial resources.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 46 Tahun
2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan mengidentifikasi faktor penghambat
pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan tersebut belum efektif
meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban
pajak. Meskipun upaya efisiensi telah dilakukan, kendala administrasi tetap ada. Perdebatan
mengenai besaran pajak, keadilan beban pajak, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan
pengusaha menonjol. Hambatan utama adalah kurangnya data industri yang jelas dan sumber
daya manusia serta dana yang terbatas.

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak, Sarang Burung Walet
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PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya
adalah sarang burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang penting dan
memberikan manfaat beragam, termasuk sebagai sumber makanan yang bergizi dan obat untuk
meningkatkan stamina serta mengatasi kelelahan. Indonesia adalah salah satu penghasil utama
sarang burung walet di dunia, memenuhi sekitar 80% kebutuhan dunia, dan sarang burung walet
adalah salah satu komoditas nonmigas yang sangat berharga yang memberikan kontribusi besar
terhadap pendapatan negara (Badan Karantina Pertanian, 2010).

Sarang burung walet ada di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Di
Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sarang burung walet memiliki kualitas tinggi dan
menjadi salah satu produk ekspor utama. Menurut (Sandi & Rahmatullah, 2016) Sarang burung
walet terbuat dari air liur burung walet yang mengeras dan digunakan oleh burung walet untuk
bertelur, membesarkan anak-anaknya, dan membuat sarang. Sejarah konsumsi sarang burung
walet mencatat bahwa masyarakat Tiongkok telah mengkonsumsinya selama lebih dari 1500
tahun sebagai makanan istimewa yang dipercaya dapat meningkatkan stamina (Sandi &
Rahmatullah, 2016). Di Sumatera Barat, penjualan sarang burung walet mencapai nilai Rp300
miliar pada tahun 2020, berdasarkan data Balai Karantina Pertanian Padang (Media Indonesia,
2021). Permintaan pasar yang tinggi mengharuskan peningkatan kualitas dan kuantitas
produksi, sejalan dengan program Gerakan Tiga Kali Ekspor dari Kementerian Pertanian (Nilai
Ekspor Sarang Walet Sumbar Tembus Rp300 Miliar, 2023).

Produksi sarang burung walet di Sumatera Barat meningkat meskipun pandemi Covid-19
melanda. Pada semester pertama 2020, Balai Karantina Pertanian Padang mencatat penerbitan
sertifikasi untuk 12,7ton sarang burung walet senilai Rp165 miliar, meningkat 0,5ton
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Antara Sumbar, 2021). Ini menunjukkan
bahwa permintaan pasar tetap tinggi, dan sarang burung walet dari Sumatera Barat, khususnya
Kota Padang, tetap diminati. (Martha & Riza, 2020) Usaha sarang burung walet melibatkan
penangkaran burung walet dengan membangun struktur atau gedung khusus untuk menarik
burung walet bersarang. Kegiatan ini memiliki potensi ekonomi tinggi namun juga memerlukan
regulasi yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, keselamatan, dan
kesejahteraan burung walet (Chairunnisa, 2022). Pemerintah Kota Padang mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet untuk mengatur dan mengelola aktivitas usaha ini serta menambah pendapatan daerah
dengan memungut pajak.

Namun, implementasi Peraturan Daerah ini menghadapi berbagai kendala. Banyak
pengusaha telah mendirikan penangkaran burung walet di atap rumah mereka tanpa memiliki
izin usaha yang resmi, hanya mengandalkan izin bangunan rumah. Misalnya, seorang pengusaha
walet mengakui bahwa ia tidak memiliki surat izin usaha karena penangkaran dibangun di atas
rumah pribadinya, meskipun tidak ada keluhan dari tetangga (hasil wawancara dengan
pengusaha sarang burung walet). Selain itu, usaha penangkaran ini menghasilkan limbah berupa
kotoran burung walet yang dapat menyebabkan bau tidak sedap bagi penduduk sekitar. Seorang
informan menyatakan bahwa regulasi harus melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas
Kesehatan untuk mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan sebelum izin mendirikan
bangunan diterbitkan. Para pengusaha sarang burung walet seringkali memilih membangun
penangkaran di atas rumah tinggal mereka karena keterbatasan lahan, kemudahan pengawasan,
dan pengendalian risiko pencurian. Seorang pengusaha menyatakan bahwa membangun
penangkaran di rumah sendiri memungkinkan pengawasan 24 jam dan mengurangi risiko
kemalingan (hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet) (Mergoni & De Witte,
2022).
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Namun, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan ini menjadi masalah
tersendiri. Banyak pengusaha belum mengetahui secara detail skema dan mekanisme peraturan,
serta belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai penerapan Perda ini. Hal ini
diakui oleh seorang pengusaha yang menyatakan bahwa ia belum menerima sosialisasi langsung
mengenai larangan mendirikan sarang burung walet di atas hunian mereka (hasil wawancara
dengan pengusaha sarang burung walet).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan
berdasarkan hukum, yang digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak
sarang burung walet bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang penting, mendukung
otonomi daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan (Munawar et al., 2022).

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 penting untuk
memahami efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Evaluasi
kebijakan meliputi spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi. Dunn dalam (Huda, 2021)
Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan dengan
memeriksa bagaimana dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan,
responsivitas, dan kelancaran waktu. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting dalam evaluasi
ini. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap
peraturan, prosedur yang dianggap rumit, atau tingginya tingkat pajak. Selain itu, pengawasan
dan penegakan hukum perlu dievaluasi untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan secara
tepat waktu dan sesuai aturan (Nuroini & Faruq, 2018).

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2014, berbagai masalah
muncul, termasuk ketidakjelasan dalam penegakan peraturan, kurangnya petugas pemantau
pemungutan pajak, rendahnya kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak, dan belum jalannya
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan pajak. Para pengusaha juga
mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme penerapan peraturan ini, terutama terkait dengan pajak
yang harus dibayar meskipun usaha mereka tidak menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang
Pajak Sarang Burung Walet”

TINJAUAN PUSTAKA
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Evaluasi, yang berasal dari bahasa Inggris "evaluation,” merujuk pada proses penilaian
yang bersumber dari kata "value" yang artinya nilai. William Dunn, sebagaimana dikutip oleh
Hayat (2021), mendefinisikan evaluasi sebagai tindakan penaksiran, pemberian skor, dan
penilaian terhadap informasi mengenai nilai dan manfaat suatu kebijakan. Dunn, seperti yang
disampaikan oleh (Huda, 2021), menekankan bahwa Interpretasi, penilaian, dan penyebaran
angka adalah semua bagian dari evaluasi kebijakan, serta pentingnya memberikan informasi
yang jelas dan dapat diandalkan tentang bagaimana kebijakan berjalan.

Evaluasi juga membantu dalam memahami nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target
kebijakan, yang dapat dikritisi dengan pertanyaan tentang kesiapan tujuan tersebut. Dunn, yang
dikutip oleh (Nadila, 2023), mengidentifikasi enam kriteria utama untuk rekomendasi evaluasi
kebijakan. Efektivitas mengukur seberapa baik kebijakan mencapai hasil yang diharapkan dalam
berbagai bentuk, seperti produk, layanan, atau nilai moneter. Efisiensi mengevaluasi jumlah
usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas, terutama dalam konteks biaya moneter.
Kecukupan adalah ukuran seberapa baik kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau
peluang saat ini untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sehubungan dengan konsep keadilan
atau kewajaran, perataan mengacu pada pembagian hasil dan usaha antara berbagai kelompok
masyarakat. Sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok
masyarakat tertentu disebut responsivitas. Terakhir, ketepatan menilai kebijakan berdasarkan
alasan substansial, yang mempertimbangkan tujuan program dan asumsi yang mendasarinya.
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PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pajak, menurut (Petrus & Susanti, 2022), adalah iuran yang dibayarkan oleh penduduk
kepada kas negara menurut undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal
balik yang jelas. Diwajibkan bagi warga negara untuk memberikan sebagian dari kekayaan
mereka kepada negara, dan pajak membiayai pengeluaran umum. Pajak tidak memberikan
manfaat timbal balik langsung kepada negara dalam memelihara kesejahteraan umum. Ini karena
pajak merupakan hasil dari keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu yang memberikan
kedudukan khusus. Namun, pajak tidak diberlakukan sebagai hukuman melainkan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan warga
negara untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah menerapkan pajak
sarang burung walet sebagai pajak daerah atau retribusi daerah sebelum Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 diberlakukan. Selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang, pemerintah daerah dapat memungut pajak ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode penelitian
lapangan. Fokus penelitian ini adalah wilayah Pondok Kota Padang dan Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
dari berbagai informan, termasuk pengusaha walet, petugas pajak, dan anggota masyarakat
sekitar. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan kemudian dianalisis melalui pengolahan dan
analisis data kualitatif. Uji kredibilitas dan dependabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa
data itu valid. Hasil analisis data akan disajikan secara naratif untuk menjawab pertanyaan
penelitian dan memberikan evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014
tentang pajak sarang burung walet (Purnawan, 2020). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk
meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas regulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

William Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai tindakan menilai, memberi penilaian, dan
mengevaluasi segala aspek yang terkait dengan menghasilkan dan menganalisis informasi
mengenai nilai dan manfaat kebijakan (Putri et al., 2021). Dia juga menguraikan beberapa kriteria
evaluasi kebijakan, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan
ketepatan (Indah et al.,, 2023).

a. Efektivitas (effectiveness)

Efektivitas suatu opsi menunjukkan apakah ia telah mencapai hasil yang
diharapkan atau tidak. Dalam rasionalitas teknis, efektivitas selalu diukur dengan unit
produk atau layanan atau nilai moneternya. Meskipun Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet telah
diberlakukan, peraturan ini tidak berhasil meningkatkan pendapatan daerah seperti yang
diharapkan. Pendapatan dari pajak sarang burung walet tetap sangat rendah, sehingga
tujuan peraturan tersebut belum tercapai.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman para pengusaha
burung walet terhadap kewajiban membayar pajak (Cahyono, 2021). Data menunjukkan
bahwa hanya satu orang yang membayar pajak setiap tahun, dengan total pendapatan
pajak sekitar 15 juta rupiah. Banyak pengusaha burung walet tidak mengetahui rincian
peraturan atau tata cara pembayaran pajak, seperti diakui oleh beberapa pelaku usaha
dalam wawancara. Mereka mengakui kurangnya pemahaman tentang pentingnya
pembayaran pajak dan prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, perlu dilakukan
evaluasi menyeluruh dan peningkatan sosialisasi untuk memastikan bahwa peraturan ini
dapat efektif mencapai tujuannya (Sari, 2020).

b. Efisiensi (Efficiency)
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Kesadaran akan jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat
efektivitas tertentu adalah penting. Keterkaitan antara efektivitas dan usaha dikenal
sebagai efisiensi, yang diukur dalam nilai moneter dan sering dianggap sebagai sinonim
dari rasionalitas ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, efisiensi dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet telah menjadi fokus utama dalam pengelolaan
sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Padang telah mengambil tindakan nyata
untuk memastikan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran digunakan secara
optimal.

Dalam hal penggunaan sumber daya manusia, pemerintah telah mengatur tim
dengan baik dan memberikan pelatihan rutin kepada petugas pajak. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemungutan pajak dan
menjalankan tugas mereka secara lebih efisien (Purwanto, 2022). Selain itu, pemanfaatan
teknologi informasi juga menjadi fokus, dengan penerapan sistem informasi pajak yang
memungkinkan pengolahan data lebih cepat dan akurat. Ini memban bhutu mengurangi
beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi.

Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah mengalokasikan dana secara efisien
untuk kegiatan yang langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan
pengawasan. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait juga dilakukan untuk berbagi
data dan informasi guna mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar atau tidak
patuh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dalam
pengelolaan pajak sarang burung walet (Yossyafra, 2021). Meskipun upaya telah
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan peraturan ini, masih terdapat
sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam proses
administrasi, yang dirasakan sebagai rumit oleh sebagian pelaku usaha. Meskipun
demikian, pengusaha burung walet umumnya menyatakan bahwa proses pembayaran
pajak relatif mudah setelah melalui tahapan awal pendaftaran.

Oleh karena itu, simpulan ini menegaskan bahwa langkah-langkah telah diambil
untuk meningkatkan efisiensi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
4 Tahun 2014 melalui pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi,
pengelolaan anggaran, dan kerjasama dengan instansi terkait. Meskipun masih ada
hambatan administratif yang perlu diatasi, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan
memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah.
Kecukupan (adequacy)

Masalah dapat timbul berdasarkan seberapa baik suatu tingkat efektivitas
memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang. Kriteria kecukupan menyoroti hubungan
antara berbagai pilihan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan pandangan
pemerintah dalam mengelola pajak sarang burung walet, kecukupan dari kebijakan ini
tercermin dalam kesesuaian aspek-aspek yang diperlukan dengan perkembangan
industri tersebut. Meskipun peraturan ini telah mencakup sebagian besar kebutuhan
dalam mengatur pajak burung walet, pemerintah menyadari bahwa dinamika industri
terus berkembang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan
kesesuaian aturan dengan kebutuhan terkini (Febrianty, 2023).

Sebagai bagian dari pertimbangan kecukupan, penting untuk meninjau besaran
pajak yang ditetapkan agar sejalan dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah
(Yossyafra, 2020) Dalam konteks ini, pemerintah memperhatikan berbagai faktor,
termasuk kondisi ekonomi, potensi pajak, serta kebutuhan dan prioritas pengeluaran
daerah. Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah berharap besaran pajak yang
ditetapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan fiskal daerah
tanpa memberatkan terlalu banyak bagi para pemilik usaha.

Namun, pandangan dari pelaku usaha, khususnya pengusaha sarang burung
walet, menunjukkan ketidakpuasan terhadap besaran pajak yang ditetapkan dalam
peraturan tersebut. Mereka menganggap bahwa pajak sebesar 10% terlalu tinggi
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mengingat fluktuasi pendapatan yang dialami dalam usaha mereka. Pendapatan yang
tidak stabil, kadang besar dan kadang rugi, membuat besaran pajak ini dianggap tidak
sesuai dengan karakteristik usaha burung walet (Newell, 2019).

Dari perbedaan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kecukupan kebijakan
pajak burung walet masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Meskipun pemerintah telah melakukan evaluasi secara berkala, pandangan dari pelaku
usaha menyoroti ketidaksesuaian antara besaran pajak dengan kondisi riil industri
tersebut (Dulisz, 2022). Oleh karena itu, dialog terus dibutuhkan untuk Mencapai
kesepakatan yang memuaskan untuk kedua belah pihak yang memungkinkan
pertumbuhan industri tetap berkelanjutan sambil memenuhi kebutuhan fiskal daerah.
Perataan (equity)

Hal ini terkait dengan rasionalitas hukum dan sosial, dan menunjukkan bahwa
usaha dan hasil tersebar di antara berbagai kelompok masyarakat. Konsep keadilan atau
kewajaran serta penyelesaian perselisihan tentang cara yang tepat untuk membagi
sumber daya di antara orang-orang terkait erat dengan konsep kesamaan.

Dalam kebijakan publik, perataan didefinisikan sebagai upaya untuk membagi
biaya dan keuntungan secara merata di antara berbagai kelompok yang terlibat.
Kebijakan yang berorientasi pada perataan bertujuan untuk memastikan bahwa dampak
dari kebijakan tersebut dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat. Ini
mengandalkan prinsip keadilan atau kewajaran dalam penentuan manfaat dan beban.

Pemerintah, dalam menjalankan kebijakan atau program, telah
mempertimbangkan kebutuhan dan keadilan bagi semua kelompok yang terlibat.
Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan bahwa distribusi manfaat dan beban
dari kebijakan tersebut merata di antara berbagai kelompok, tanpa adanya diskriminasi
atau ketidakadilan yang disengaja (Stojanovic, 2021). Meskipun demikian, masih ada
ruang untuk perbaikan, seperti yang diakui oleh beberapa pihak yang terlibat. Menurut
pandangan pelaku usaha, terutama pengusaha burung walet, penerapan pajak sarang
burung walet masih belum dirasakan secara adil di antara semua pihak. Mereka
menyoroti bahwa kondisi usaha mereka sangat bervariasi, dengan hasil panen yang tidak
konsisten. Pajak yang ditetapkan secara tetap, tanpa mempertimbangkan perbedaan
situasi usaha tiap pengusaha, dianggap sebagai beban yang berat, terutama bagi usaha
kecil atau yang sedang mengalami kesulitan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sementara ada upaya
untuk memperhitungkan keadilan dalam kebijakan atau program yang diterapkan, masih
ada kebutuhan untuk meninjau lebih lanjut agar distribusi manfaat dan beban benar-
benar merata dan adil di antara semua pihak yang terlibat (Humann-Guilleminot, 2021).
Ini menegaskan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya
mencapai perataan yang lebih baik dalam kebijakan publik.

Responsivitas (responsiveness)

Kriteria responsivitas menjadi sangat penting karena bergantung pada sejauh
mana suatu kebijakan mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, atau prinsip dari
kelompok masyarakat tertentu (Stojanovic, 2019). Hal ini karena tidak semua analisis
dapat memperhitungkan semua kriteria lainnya secara keseluruhan. Dalam konteks
kebijakan publik, responsivitas adalah kemampuan organisasi, dalam hal ini pemerintah,
untuk merespons kebutuhan, keinginan, dan aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi
perubahan yang dibutuhkan dalam pelayanan dan kebijakan yang ada. Responsivitas
mengukur sejauh mana pemerintah dapat merespons secara tepat terhadap harapan dan
tuntutan masyarakat terkait dengan kebijakan yang diterapkan.

Para pelaku usaha burung walet menyatakan bahwa kebijakan pajak sarang
burung walet belum cukup responsif terhadap kebutuhan dan kondisi mereka sebagai
pengusaha. Mereka menyoroti bahwa fluktuasi pendapatan yang sering tidak menentu
membuat pajak sebesar 10% menjadi beban yang berat, terutama saat usaha sedang
mengalami kesulitan. Meskipun keluhan sudah disampaikan, namun respon yang
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diterima masih dirasa kurang memadai (Heinsohn, 2019). Dari hasil wawancara tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan responsivitasnya terhadap
kebutuhan dan kondisi pengusaha burung walet. Hal ini mencakup adopsi kebijakan yang
lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi ekonomi dan
kondisi usaha yang beragam. Dengan demikian, kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan
lebih dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan dampak yang positif bagi semua
pihak yang terlibat.
f. Ketepatan (appropriateness)

Kriteria ini berkaitan dengan rasionalitas substantif karena penilaian terhadap
kebijakan tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja, melainkan melibatkan dua atau
lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengacu pada nilai atau harga dari tujuan
program serta pada seberapa kuat asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Dari hasil
wawancara yang disampaikan, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan
pelaku usaha burung walet terkait dengan ketepatan (appropriateness) kebijakan pajak
yang ada. Meskipun pemerintah meyakini bahwa kebijakan tersebut mencerminkan
tujuan-tujuan yang mereka kejar, pelaku usaha merasa bahwa kebijakan tersebut belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi industri mereka.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan
dengan matang, berdasarkan analisis yang teliti terhadap kebutuhan fiskal dan regulasi
industri. Namun, pelaku usaha burung walet berpendapat bahwa tarif pajak yang sama
untuk semua tanpa mempertimbangkan kondisi usaha individu bisa menjadi beban yang
berat bagi mereka. Mereka berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan situasi dan
kebutuhan mereka dalam merancang kebijakan pajak burung walet (Hindmarch, 2019).
Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara pemerintah dan
pelaku usaha, menyoroti pentingnya dialog yang lebih terbuka dan kolaborasi yang lebih
erat antara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan pajak yang
lebih sesuai dan mendukung pertumbuhan industri burung walet secara berkelanjutan,
serta mengurangi potensi beban yang berat bagi para pelaku usaha.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dihadapi oleh beberapa kendala yang
signifikan. Kurangnya data yang jelas dan terkini tentang industri burung walet serta kekurangan
sumber daya manusia dan dana menjadi faktor utama yang membatasi proses evaluasi.
Kurangnya data yang tersedia mengenai industri burung walet, terutama terkait dengan
pembayaran pajak dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan, menjadi hambatan utama dalam
menyusun evaluasi yang akurat dan komprehensif. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia
dan dana menyulitkan pelaksanaan evaluasi dengan cara yang efektif. Dengan keterbatasan ini,
kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara menyeluruh
menjadi terbatas.

Masalah serius lainnya adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan
usahanya ke pajak. Hal ini mengakibatkan data yang tidak lengkap dan tidak akurat, serta
menghambat penilaian terhadap tingkat kepatuhan pajak dan seberapa banyak pajak yang
seharusnya dibayarkan. Keberadaan bisnis yang tidak terdaftar membuat sulitnya pengawasan
dan pengumpulan data yang akurat (Maisudu & Wangkar, 2019). Dengan demikian, perbaikan
pada sistem pengumpulan data, peningkatan sumber daya manusia, dan penegakan ketentuan
pendaftaran pajak menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut dalam evaluasi kebijakan pajak burung walet di Kota Padang.
Dengan memperbaiki infrastruktur data dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia,
evaluasi yang lebih efektif dan akurat dapat dilakukan, sehingga memungkinkan penyempurnaan
kebijakan yang lebih baik di masa depan (Syafril et al., 2023).
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PENUTUP
Kesimpulan

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dievaluasi berdasarkan kriteria ini dan ditemukan
bahwa kebijakan tersebut belum efektif meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya
kesadaran dan pemahaman pengusaha terhadap kewajiban pajak. Efisiensi telah diupayakan
melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, namun terdapat kendala administrasi. Dari segi
kecukupan, ada perdebatan mengenai besaran pajak yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi
industri. Keadilan dalam distribusi beban pajak masih dipertanyakan oleh pengusaha yang
merasa pajak terlalu berat.

Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pengusaha dirasa kurang, dan ada
perbedaan persepsi mengenai ketepatan kebijakan antara pemerintah dan pelaku usaha,
menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Evaluasi
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet mendapati faktor penghambat dalam
pelaksananaannya, seperti kurangnya data yang jelas dan terkini tentang industri burung walet
serta kekurangan sumber daya manusia dan dana. Keterbatasan dalam pengumpulan dan analisis
data serta kesulitan dalam memantau kepatuhan pajak oleh pelaku usaha yang tidak terdaftar
menjadi tantangan utama dalam proses evaluasi. Untuk mengatasi hambatan ini, perbaikan pada
infrastruktur data dan peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan evaluasi kebijakan pajak burung walet di Kota Padang dapat dilakukan
dengan lebih efektif dan akurat, yang pada gilirannya akan memungkinkan penyempurnaan
kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Saran

1. Pemerintah baiknya melakukan sosialisasi secara aktif tentang Peraturan Daerah terkait
pajak burung walet kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha,
masyarakat, dan instansi terkait.

2. Berikan pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas kepada petugas pajak agar mereka
dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien.

3. Lakukan langkah tegas untuk memastikan semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya
ke pajak, dengan insentif bagi yang patuh dan sanksi bagi yang tidak.
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